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GUBERNUR Kal-
bar Sutarmid-

ji, belum lama
ini mengingat-
kan seluruh pe-
merintah daerah,
baik kota mau-
pun kabupaten un-

tuk tidak melakukan tindak-
an yang merugikan negara
khususnya masalah keuang-
an. Selain itu ia menegas-
kan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Kalbar akan dieks-
pos ke publik. Hal ini seba-
gai komitmen menerapkan
keterbukaan informasi da- .
lam penyelenggaraan peme-

Transparansi Anggaran

Transparansi Anggaran

rintahan. &

“Buat ringkasan-
nya di koran. Mau
dua halaman kah,
empat halaman-
kah, sampaikan
saja kepada masyara-

kat,” ungkapnya.
la juga meminta penyam-

paian kendala-kendala yang
dihadapi oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) ke
masyarakat. Tujuannya agar
masyarakat memaklumi tan-
tangan Pemerintah Provin-
si (Pemprov) Kalbar dalam
mencapai prograhn yang di-

] Bersambuhg Ige‘hal. 15

Sambungan Hal.9

rencanakan.

“Daripada mereka (masya-
rakat_red) ndak tahu. Diang-
gapnya kita begini-begitu pa-
dahal kondisinya susah,”
terangnya. ©

Mantan Wali Kota Ponti-
anak dua periode itu mene-
gaskan keterbukaan informa-~
si sangat penting.

Sebagai tekad menerap-,
kan keterbukaan informasi,
ia telah membangun ruang
command center di Pemprov
Kalbar tahun ini.

“Kita buat itu untuk men-
dukung ‘Program Satu Data.
Tidak adalagi yang perlu di-

sembunyi-sembunyikan.
Buka saja semua. Proyek
mana-mana aja? Berapa ni-
lainya? Buka aja kan nan-
ti orang ikut tender. Kalau
saya sama wartawan, sam-

_pai jam 12 malam pun kalau

chat-chat-an saya masih la-
yani,” pungkasnya.

Pada kesempatannya Ang-
gota VI BPK RI, Prof Harry
Azhar Azis MA Ph.D menga-
takan jika peningkatan jum--
lah opini WTP di beberapa

_kabupaten di Kalbar itu be-

lum lah cukup, menurutnya -
WTP adalah sebuah kewajib-
an yang wajib dipenuhi dan

pada intinya pemda harus
menunjukkan peningkatan
angka kemakmuran warga di
daerahnya.

“Tidak cukup WTP, WTP
itu syarat minimal, suatu ke-
wajiban itu malah. Dia harus
menunjukkan berapa angka
kemakmuran selama peme-
rintahan, saya ambil contoh
jika bupati dilantik angka ke-
miskinan seribu dan lima ta-
hun kemudian naik menja-
di 2ribu, berarti ia gagal di
mata saya, dan jangan dipi-
lih lagi kalau bisa. ltu yang
‘ingin saya dorong,” tegas
Harry. (pra)
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